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PERTOLONGAN. Pembentukan Peraturan Kepala.
Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan
menciptakan keseragaman dalam pembentukan
peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan dengan cara dan metode yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat seluruh Unit Kerja Eselon I di
Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
perlu mengganti Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK. 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan
SAR Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
820);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan
pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon [ yang mengajukan
usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan
Nasional Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan
tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

6. Sekretariat Utama adalah unit kerja yang
menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.

7. Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum adalah
unit kerja yang melaksanakan pembinaan, koordinasi,
penyusunan  Peraturan Perundang-undangan dan
kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan,
penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan
bantuan hukum, penataan organisasi dan tatalaksana,
serta pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan.
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10.

11.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pencarian dan Pertolongan.

Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut
Prosun Peraturan Kepala Badan adalah instrumen
perencanaan program pembentukan peraturan di
lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
yang disusun secara terencana, terpadu, dan
tersistematis.

Naskah Kajian adalah hasil pengkajian terhadap suatu
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam suatu Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum.
Pengundangan adalah penempatan Peraturan
Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Kepala Badan dilakukan melalui

tahapan:

a. perencanaan;

b. penyusunan,;

C. penetapan;

d. pengundangan;

e. pendokumentasian; dan
f.  penyebarluasan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan dilakukan

dalam suatu Prosun Peraturan Kepala Badan.
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Pasal 4
Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan

kewenangan.

Pasal 5

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul Prosun Peraturan
Kepala Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
Utama.

(2) Usulan Prosun Peraturan Kepala Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan
harus disertai dengan Naskah Kajian.

(3) Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. urgensi dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(4) Format Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6
Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Sekretaris Utama melalui Unit Kerja Eselon II yang
membidangi hukum menyelenggarakan rapat koordinasi
dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana
penyusunan Peraturan Kepala Badan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

Pasal 7
(1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dimuat dalam daftar Rancangan Peraturan

Kepala Badan.



